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A. Kesimpulan

Bank dalam rangka menyelesaikan kredit bermasalah yang tidak dapat
diupayakan melalui restrukturisasi kredit, dapat dilakukan dengan legal action
melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang), PN
(Pengadilan Negeri) atau melalui PNi (Pengadilan Niaga). Adapun tujuan
dilakukannya penagihan atau penyelesaian kredit melalui KPKNL, PN, PNi
adalah untuk melakukan penyelamatan kredit dan sekaligus penyelesaian
kredit yaitu sudah tidak mungkin lagi dilakukan restrukturisasi, sehingga dapat
mengurangi risiko kerugian yang ditanggung oleh pihak Bank.

Dasar hukum untuk penyelesaian kredit bermasalah melalui KPKNL
dan PN adalah Undang-Undang No. 49/ Prp/ 1960 tentang Panitia Umum
Piutang dan Lelang Negara, Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor
360/ MK/ 2002/ Tanggal 13 Juni 2002, tentang Pengurusan Piutang Negara
(KPKNL), Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas
Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah.

Kriteria debitor yang dieksekusi lelang melalui PN dan KPKNL
adalah debitor yang sudah macet atau dianggap bermasalah, tidak proaktif
dan tidak ada etikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya sebagai debitor

Bank, rumah kosong, debitor raib atau tidak jelas alamat domisili.
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B. Saran-Saran

1.

Bank harus selalu up to date mengenai data master debitor bermasalah
baik alamat, pekerjaan, umur.

Kesiapan SDM Bank yang profesional di bidangnya

Kerjasama yang baik dengan instansi terkait, KPKNL, PN harus dijaga
dan ditingkatkan

Dukungan dan komitmen vyang serius dari semua pihak dalam

penyelesaian kredit bermasalah
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